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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat
. Zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting kerap diulang dalam Al-Qur’ân. Allah menerangkan perintah shalat beriringan dengan Zakat diulang sebanyak 27 kali dalam ayat al-Qur’ân
. Hal ini menunjukan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya, shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah zakat dipandang seutama-utama ibadah mâliyah. Zakat juga salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur’ân dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.
Dalam ajaran yang dibawa Oleh Nabi Muhammad SAW, Allah SWT memberikan aturan-aturan tertentu dalam pengelolaan zakat. Dari aspek penyaluran zakat, agama Islam membatasi mustahik zakat kepada delapan asnâf saja, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60:

((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ( (((((((التوبة:60) 
Artinya: 
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S al-Taubah: 60)

Di samping mengatur tentang mustahik zakat, Allah SWT juga telah menjelaskan hikmah disyari’atkannya zakat, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103: 
(((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (التوبة:103)  
Artinya: 
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S al-Taubah: 103)
Pelaksanaan zakat perlu disesuaikan dengan urgensinya, yang mana urgensi zakat tersebut erat kaitannya dengan defenisi zakat itu sendiri.  Ditinjau dari aspek definisinya para ulama telah memberikan beberapa pengertian tentang zakat. Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu  ‘keberkahan’, al-namâ ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ath- thahâratu ‘kesucian’  dan ash- shalahu’ keberesan’
. Sedangkan secara istilah terdapat beberapa pendapat, fuqahâ’ malikiyah mendefinisikan zakat yaitu “Mengeluarkan bahagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada mustahiqnya, jika sempurna kepemilikan, haul, bukan barang tambang maupun perhiasan”, menurut fuqahâ’ hanafiyah zakat adalah” Memberikan hak kepemilikan atas bahagian harta tertentu dari harta tertentu kepada mustahiqnya yang telah ditentukan oleh syâri’ untuk mencari ridho Allah SWT”, fuqahâ’ hanâbilah mengistilahkan zakat sebagai” Hak yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu, kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu”,  adapun fuqahâ’ syafi’iyah mendefinisikan zakat sebagai “ Suatu nama yang dipakaikan kepada apa-apa yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan ketentuan yang khusus” 
. 

Dari beberapa pendapat ini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu mukallaf untuk mengeluarkan bahagian tertentu dari hartanya yang mesti ditunaikan kepada mustahiqnya dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh syâri’. Subjek  wajib zakat tersebut mencakup setiap muslim mukallaf, laki-laki atau perempuan, kecil atau dewasa, berakal, selama memiliki satu nisab dan memenuhi syarat-syarat membayar zakat
. Apabila zakat ini dilakukan oleh umat muslim dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah maka zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi
.

Sejarah pengelolaan zakat pada awal pemerintahan Islam dapat dilihat bahwasanya pengelolaan zakat mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam pemerintahan Islam, sehingga zakat betul-betul mampu menjadi wasilah dalam meningkatkan  kesejahteraan umat. Di zaman Rasulullah, terdapat beberapa keistimewaan dalam upaya pengurusan zakat: 

Pertama: bahwa untuk menangani persoalan zakat, di samping Nabi sediri menempatkan dirinya sebagai amil, beliau juga pernah mengangkat orang lain sebagai ‘amil
.

Kedua: Pengangkatan ‘âmilîn tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pemerintah pusat akan tetapi juga diangkat untuk kepentingan di tingkat daerah
.

Ketiga: dalam hal pengankatan ‘âmilîn, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ra memilih orang-orang yang bukan saja memiliki sifat-sifat kejujuran dan keadilan (amanah dan adil), melainkan juga memperhatikan pejabat ‘âmilîn benar-benar faham tentang persoalan zakat pada khususnya dan perkara-perkara hukum Islam pada umumnya
. 


Keempat: penarikan zakat pada dasarnya harus bersifat proaktif, Perintah penarikan/pengambilan zakat pada ayat 103 surat at-Taubah [9] dan instruksi nabi kepada Mu’adz supaya menarik zakat penduduk Yaman menunjukan asas proaktif tersebut
.

Kelima: Alokasi pembagian hasil dana zakat tanpak lebih mengutamakan pula mustahik yang ada di daerah para muzakki (sumber zakat) itu sendiri
.

Keenam: baik Nabi Muhammad SAW, Maupun Abu Bakar ra, keduanya memberikan informasi yang sangat jelas dan tegas tentang hukum, objek, besaran penarikan dan hal-hal lain yang bertalian dengan seluk beluk perzakatan
.

Ketujuh: Nabi Muhammad SAW, maupun Abu Bakar ra, keduanya berupaya sekuat tenaga untuk mendorong ‘âmilîn bekerja keras agar seberapa dapat setiap muzakki mau mengeluarkan zakatnya
.

Agar pengelolaan zakat mampu berjalan dengan maksimal sebagaimana yang pernah dicontohkan pada masa permulaan pemerintahan Islam seperti, dan dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan dana Zakat maka pemerintah Republik Indonesia menyusun regulasi tentang pengelolaan Zakat yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
 Undang-undang inilah nantinya menjadi inspirasi bagi setiap daerah di Indonesia untuk menyusun regulasi yang lebih aplikatif di daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di tiap daerah di Indonesia.
Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah tingkat dua yang ada di wilayah republik ini, juga menetapkan langkah-langkah strategis dalam penerapan regulasi pengelolaan zakat, yaitu melalui merumuskan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, yang berdasarkan iman dan takwa dalam sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat merupakan pengejewantahan terwujudnya kesejahteraan umum bagi masyarakat Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah. Di antara upaya tersebut adalah melalui usaha pembangunan material dan spiritual yang terprogram, terarah dan terpadu dengan sasaran utamanya antara lain pembangunan di bidang agama yang mencakup suasana beragama yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yang diwujudkan dalam bentuk ibadah dan amal perbuatan yang baik dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat muslim yang sejati
.


Sebagai kota Serambi Mekah
, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka mewujudkan Padang Panjang sebagai kota yang berbasiskan agama. Sebagian besar kebijakan pemerintah kota diarahkan kepada pengamalan ajaran Islam (ibadah) yang bertujuan untuk mensyiarkan ajaran Islam di Kota Padang Panjang.


Salah satu yang mengispirasi dari penyusunan Perda Pengelolaan Zakat ini selain sebagi perwujudan dari ibadah yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus berfungsi sosial, juga dalam rangka pengoptimalan pengelolaan zakat yang potensinya cukup besar di kota ini namun belum terkelola secara baik. Sehingga para muzakki dapat menunaikan kewajiban zakat yang dibebabnkan untuk mereka supaya ditunaikan dan dapat dimanfaatkan oleh mustahik yaitu mereka yang berhak menerimanya. Dengan adanya regulasi pengelolaan zakat ini, diupayakan tergalinya potensi sumber dana zakat yang memiliki potensial yang besar dan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.



Agar potensi zakat yang mengandung nilai luhur itu dapat berfungsi efektif, maka perlu adanya pengelolaan yang profesional, bertanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat.  Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan pengelola zakat
. 


Berkaitan dengan Pengelolaan zakat, Pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal ini telah melakukan pengoptimalan pelaksanaannya yaitu melalui kebijakan yang dituangkan dalam bentuk PERDA (Peraturan Daerah) No. 7 Tahun 2008 tentang Zakat, sedangkan untuk merealisasikan Perda tersebut telah lahir pula Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 365 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) guna meningkatkan hasil pencapaian zakat serta mempermudah akses pelaksanaan zakat di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengamalan Undang-undang RI naomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan 7 yang menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan oleh masyarakat
. Keberadaan dua instansi pengelolaan zakat ini diharapkan mampu menjadi solusi ditengah kemiskinan dan pengangguran yang melanda masyarakat.


Agar usaha pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ibadah zakat dapat berjalan dengan optimal, maka perlu memperhatikan segala hal yang telah diatur oleh Allah SWT terkait masalah zakat.  Kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Perda tentang pengelolaan zakat sangat urgen dalam mewujudkan urgensi zakat ini. Demi lebih efektifnya usaha pemerintah yang telah tertuang dalam regulasi zakat tersebut, penulis berpendapat perlu adanya pembahasan komperatif terhadap regulasi tersebut menurut Hukum Islam. 


Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E.1 menyebutkan “ bahwa kewajiban membayar zakat sebagai Rukun Islam yang keempat merupakan syariat Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang dan badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang telah memenuhi syarat”. Ulama fiqih sepakat bahwa zakat adalah kewajiban individu setiap muslim yang memenuhi persyaratan, namun mereka tidak sependapat tentang kewajiban atas badan usaha yang dimiliki seseorang. 


Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa: “khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemerintah lainnya dan Pegawai BUMN/BUMD (Muzakki) dikumpulkan oleh Bendaharawan Gaji (Bendaharawan Unit Pengumpul Zakat) atas persetujuan dari yang bersangkutan, yang besarnya 2,5 % dan  selanjutnya disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat yang ada pada bank yang ditunjuk”. Berdasarkan pasal ini, maka Pemerintah Kota Padang Panjang dalam pelaksanaannya telah melakukan pemotongan gaji secara menyeluruh kepada Pegawai Negeri Sipil mulai dari golongan rendah kepada tinggi secara merata, pengambilan zakat secara menyeluruh terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini menarik untuk diteliti, sebab, apakah kebijakan ini telah sesuai dengan urgensi zakat atau malah sebaliknya menyebabkan hilangnya keadilan sosial dalam .
 


Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Laporan Pertanggung jawaban Pengurus BAZ Kota Padang Panjang periode 2009- 2012 dan Laporan Pertanggung Jawaban BAZNAS Kota Padang Panjang Tahun 2014, penulis memperoleh informasi bahwa penghimpunan zakat di Kota Padang Panjang telah mengalami peningkatan dari tahun 2008 yang hanya berkisar 50 Juta, meningkat menjadi 1 Milyar pada tahun 2009 dan terus meningkat pada tahun berikutnya hingga pada akhir tahun 2014 mencapai angka 2,8 Milyar. Kemajuan perolehan zakat itu patu memperoleh apresiasi yang tinggi oleh segenap masyarakat, karena kemajuan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam upaya pengelolaan zakat.


Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pemungutan zakat langsung terhadap PNS perlu diikuti dengan pemerataan usaha pemungutan zakat yang terkait terhadap lapisan masyarakat lainnya, terutama pedagang, pengusaha dan kalangan sipil lainnya. Padang Panjang sesungguhnya memiliki muzakki yang banyak baik dari kalangan tenaga profesi dan lain sebagainya. Kalaulah dihitung potensi zakat yang ada di Kota Padang Panjang di perkirakan mencapai 50 milyar pertahu, namun pada kenyataannya badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang baru bisa menghimpun dana zakat lebih kurang 230 juta perbulan, 80% dari jumlah zakat yang diterimam tersebut, berasal dari PNS Kota Padang Panjang. Hal ini terjadi karena banyak muzakki yang menyalurkan zakatnya langsung kepada Mustahik dan tidak melalui badan Amil Zakat
.


Langkah muzakki menyalurkan zakatnya langsung ke mustahik tentu tidak salah, namun alangkah lebih baik bila ia menyalurkan zakatnya  melalui lembaga pengelola zakat. Kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang mengenai pengelolaan zakat ternyata belum begitu efektif dalam menghimpun dana zakat secara menyeluruh kesegenap lapisan masyarakat Kota Padang Panjang, kebijakan menerima bola (menunggu) dalam penerimaan zakat masih terlihat dalam peraturan Walikota Padang Panjang nomor 36 Tahun 2008. Bab IV pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pasal 4 Poin 1 menyebutkan bahwa Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk  oleh Badan Amil Zakat dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya
. Kebijakan menunggu pembayaran zakat ini mungkin lebih efektif apabila diganti dengan kebijakan penagihan zakat, karena inilah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq di awal pemerintahannya dahulu.


Kebijakan pemerintah terhadap pemungutan zakat Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dan atas badan usaha juga patut menjadi perhatian khusus dalam pembahasan ini, karena kebijakan tersebut dipandang belum efektif dan tidak tepat sasaran. Dari aspek potensi zakat dari muzakki jumlah dana zakat  badan yang terhimpun belum lagi maksimal. Kecilnya dana yang diperoleh dari badan/ instansi yang ada di Kota Padang Panjang tersebut mencerminkan lemahnya aturan yang mengikat badan/instasi tersebut dalam menunaikan zakatnya. Munculnya kekurangan-kekurangan dalam regulasi zakat sebagaimana disebut di atas inilah yang melatar belakangi penulis melakukan pembahasan tesis yang berjudul: 

 “
PENGELOLAAN ZAKAT PNS DI KOTA PADANG PANJANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah
1. Rumusan Masalah


Berangkat dari fenomena yang dikemukakan di atas maka masalah pokok yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelolaan Zakat PNS di Kota Padang Panjang Perspektif Hukum Islam ?
2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dapat terarah masalah utama tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:
a. Bagaimanakah Pelaksanaan Penghimpunan Zakat PNS Di Kota Padang Panjang ? 
b. Bagaimanakah Pelaksanaan Pendistribusian Zakat PNS Di Kota Padang Panjang  ?
c. Bagaimanakah Tinjauan hukum Islam terhadap Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat PNS di Kota Padang Panjang ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian.

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penghimpunan Zakat Di Kota Padang Panjang menurut tinjuan Hukum Islam.
b. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Di Kota Padang Panjang menurut tinjuan Hukum Islam.
c. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat PNS di Kota Padang Panjang

2. Kegunaan Penelitian.

a. Untuk memberikan masukan dan kontribusi kepada Pemerintah Kota Padang Panjang dalam merumuskan kebijakan tentang zakat.
b. Untuk menambah wawasan penulis tentang pelaksanaan zakat

c. Untuk mengetahui penerapan hukum Islam terutama berkenaan dengan bentuk kebijakan pemerintah kota Padang Panjang dalam Regulasi Zakat
d. Sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

D. Definisi Operasional
Definisi Operasional ini dibuat untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman dan persepsi terhadap judul tesis ini. Untuk itu ada beberapa     kata kunci yang perlu dijelaskan yaitu:
Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengelolaan berasar dari kata kerja kelola yang berarti: mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan), mengurus (perusahaan proyek, dsb), menjalankan. Dan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyampaian tujuan.
 Pengertian pengelolaan dalam penelitian ini proses atau cara mengelola zakat Pegawai Negeri Sipil di Kota Padang Panjang baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada semua hal yang berkaitan dalam pelaksanaannya. 
Zakat Pengertian zakat Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu  ‘keberkahan’, al- namâ ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ath- thaharatu ‘kesucian’  dan ash- shalahu’ keberesan’
 secara istilah Zakat dalam Dari beberapa definisi ini bisa disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu mukallaf untuk mengeluarkan bahagian tertentu dari hartanya yang mesti ditunaikan kepada mustahiqnya dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh syaari’. Subjek wajib zakat tersebut mencakup setiap muslim mukallaf, laki-laki atau perempuan, kecil atau dewasa, berakal, selama memiliki satu nisab dan memenuhi syarat-syarat membayar zakat
.
PNS singkatan dari Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri adalah: setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan PNS itu sendiri terdiri dari PNS Pusat dan PNS Daerah
. Adapun PNS yang dimaksud dalam penelitian Ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah jajaran Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang baik yang tinggal di Kota Padang Panjang ataupun yang tinggal di luar Kota Padang Panjang. Sedangkan PNS yang tinggal di Kota Padang Panjang namun bertugas tidak di bawah jajaran Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang maka mereka tidak termasuk lingkup PNS yang di bahas dalam penelitian ini.
Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota terkecil yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Padang Panjang mempunyai luas 2.300 Ha atau sekitar 0,05 persen dari luas Sumatera Barat. Walaupun kecil, Kota Padang Panjang memiliki posisi yang cukup strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, dan begitu juga antara Kota Solok dengan Kota Bukittinggi.

Perspektif berarti sudut pandang atau pandangan
 dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perspektif adalah sudut pandang hukum Islam terhadap pengelolaan zakat PNS di Kota Padang Panjang. 

Hukum Islam berarti perarturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan al-Qur’ân dan Hadits.
  Hukum Islam  atau fiqhi Islam menurut T.M Hasbi Ashaddiqy adalah segala hukum yang dipetik dari kitabullah  dan Sunnah Rasulullah SAW dengan menggunakan ijtihad. Ijtihad itu sendiri berarti menggunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara’ dari kitabullah dan Haditst rasul. Baik itu dengan menggunakan Qiyas, Istidhlal, Istishhab, Istihsan, mashlahatul mursalah, saddudz dhariah, ‘uruf dan lainnya.
  Dan yang dimaksud dengan hukum Islam dalam penelitian ini adalah segala hukum yang dipetik dari kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW dengan menggunakan ijtihad.
Berdasarkan penjelasan di atas maksud secara utuh keseluruhan judul penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan (perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasi dan pengawasannya) Zakat Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah jajaran Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang ditinjau dari perspektif  Hukum Islam .
E. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Elimarti tahun 2002, dengan judul tesis Pendayagunaan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus pelaksanaan zakat di Kenagarian Rao-Rao Batusangkar dengan menganalisis dan menguraikan pemanfaatan hasil zakat perdagangan untuk mengentaskan kemiskinan).

Penelitian yang dilakukan oleh Fuady Anwar dalam bentuk disertasi dengan judul: (Dakwah untuk penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kotamadya Padang)

Peneltian yang dilakukan oleh Nurhayani tahun 2013 dengan judul: (Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang).
Dari berbagai literatur yang penulis temukan, belum ada yang mengkaji tentang Pengelolaan Zakat PNS di Kota Padang Panjang perspektif hukum Islam, melihat adanya beberapa kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat, maka demi menghilangkan keraguan terhadap persoalan ini maka penelitian ini penting untuk dilakukan. 

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian yang penulis lakukan ini tergolong penelitian kualitatif dengan bantuan data kuantitatif menggunakan analisis data kualitatif dengan bentuk penalaran induksi analitik yang dipakai pada teori lapangan (grounded theory). Teori ini merupakan posisi sentral dalam paragdima kualitatif
.
2. Jenis dan Sumber Data.
Jenis data yang digunakan adalah data Primer dan data Skunder:
a) Data Primer.

Adapun yang menjadi data primer adalah data yang berasal dari hasil wawancara penulis dengan pengurus BAZNAS dan PNS Kota Padang Panjang yang belum dipublikasikan tentang penghimpunan Zakat Pegawai Negeri Sipil dan pendistribusian zakat kepada para mustahiq di Kota Padang Panjang.
b) Data Sekunder.

 Data skunder adalah data yang sudah dipublikasikan baik yang berasal dari BAZNAS Kota Padang Panjang seperti data laporan pelaksanaan zakat oleh BAZ dan Baznas Kota Padang Panjang, serta Regulasi Zakat Kota Padang Panjang berdasarkan pada Perda Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 dan Perwako Padang Panjang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan dokumen, artikel, penelitian terdahulu dan data lain yang yang bertujuan untuk menyempurnakan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan dan menghimpun data di lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :
a) Wawancara.

Wawancara dapat dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dilakukan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian
. Adapun pihak-pihak yang menjadi fokus kegiatan wawancara meliputi Pengurus dari BAZNAS Kota Padang Panjang dan PNS kota Padang Panjang.
b)  Dokumentasi.

Yaitu mengadakan penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan
 berupa dokumen-dokumen yang mendukung terhadap data penelitian.
c) Penelusuran Literatur.

Penelusuran literatur merupakan cara pengumpulan data  dengan menggunakan sebahagian atau keseluruhan data yang telah ada meliputi perda kota Padang Panjang nomor 7 tahun 2008  tentang pengelolaan zakat, peraturan walikota Padang Panjang nomor 36 tahun 2008 dan laporan pertanggungjawaban BAZ kota Padang Panjang dari tahun 2009 sampai tahun 2014.
G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan komprehensif tentang penulisan tesis ini, penulis akan menjelaskan alur berfikir dalam penelitian ini dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari rangkaian penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bahasan diawali dengan menampilkan realitas pengelolaan zakat PNS di Kota Padang Panjang sebagai latar belakang masalah yang menjadi motivator penulis dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan sekaligus membatasi masalah penelitian ini berupa pertanyaan singkat yang akan dijawab dalam pembahasan selanjutnya. Dalam bab ini dikemukakan pula tujuan dan kegunaan penelitian ini, agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul tesis ini. Selanjutnya dipaparkan penjelasan judul dan defenisi operasional serta Penelitian terdahulu (kajian kepustakaan) yang dipergunakan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan juga informasi tentang tidak terdapatnya penelitian yang sama sebelumnya. dan diiringi dengan penjelasan metode penelitian ini serta memaparkan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kajian teoritis dari penelitian ini tentang Zakat dalam Islam yang mana pembahasan diawali dengan pengertian Zakat dan permulaan Wajib Zakat dalam Islam, kemudian menampilkan pemaparan tentang Penghimpunan Zakat, selanjutnya membahas tentang harta sebagai sumber Zakat, Persyaratan harta sebagai objek Zakat, Jenis-jenis zakat harta dalam Islam , Zakat Profesi dan yang berhak menerima Zakat. 

Bab III berisikan paparan tentang Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dan Regulasi Zakat. Bahasan ini menjelaskan tentang Sekilas tentang Gambaran Kota Padang Panjang, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, Kebijakan Regulasi Zakat di Kota Padang Panjang dan Badan Amil Zakat  Padang Panjang. 
Bab IV merupakan bab inti dari penelitian ini yang berisi Penghimpunan dan pendistribusian Zakat PNS Di Kota Padang Panjang Perspektif Hukum Islam, dengan rincian sub bahasan: Pelaksanaan Penghimpunan Zakat PNS Di Kota Padang Panjang, Pelaksanaan Pendistribusian Zakat PNS Di Kota Padang Panjang dan Tinjauan hukum Islam terhadap Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat PNS di Kota Padang Panjang. 

Bab V merupakan bab penutup dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan penulis tentang Pengelolaan Zakat PNS Di Kota Padang Panjang Perspektif Hukum Islam dan beberapa saran yang dirasa perlu.  

Dan terakhir untuk melengkapi penelitian ini juga penulis lampirkan daftar literatur dari kajian pustaka yang dilakukan diiringi dengan daftar lampiran serta biodata penulis.
	�Dalam sebuah Hadits riwat Muslim dari Dari Abdullah bin Umar, Rasul SAW bersabda: Islam dibangun atas lima dasar: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhamad itu rasul-Nya, mendirikan shalat membayarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Shaheh Muslim (Riyadh:  Dâr Salâm, 1419 H) h. 683  


	� Yusuf Qaradhawi, Fiqh Zakat (Beirut: Muassasah Risâlah, 1993), h. 42. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa terdapat 82 ayat yang menyenjajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat.lihat Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Kuwait: Dâr al Bayan, 1968), Jilid 3 h. 5. Namun dari dua pendapat ini penulis melihat bahwa tidak ada perbedaan pada kedua pendapat ini, karena Yusuf Qaradhawi melihat dari aspek perintah untuk melaksanakan shalat dan perintah untuk membayarkan zakat dalam satu ayat dalam al-Qur’ân. Sedangkan Sayyid Sabiq melihat tidak terbatas pada ayat yang berkenaan dengan perintah mendirikan shalat dan membayarkan zakat saja tapi seluruh ayat yang berbicara tentang shalat dan zakat yang dibicarakan secara bersamaan. Berdasarkan dua cara pandang inilah  menghasilkan penghitungan jumlah yang berbeda. 


	� Depertemen Agama RI,  Al-Hikmah : al-Qur’ân dan Terjemahannya (Bandung: Dipenogoro, 2004), h.192


	� Majma’ Lughah al-Arabiyyah, al-Mu’jam al- Wasith, (Mesir: Dâr el-Ma’ârif, 1972), juz I h. 396


	� Wahbah al Zuhaili, Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu  (Damaskus: Dâr el Fikri, 1985 ) juz II h. 730-731


	� Inayah Gazi, Teori Komprehensif Tentang zakat dan Pajak (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003) h.48


� Yusuf al-Qaradhawi, op.cit, h. 734


	� Aflah Kuntarno Noor, Tajang Muhammad, Nasir, Zakat dan Peran Negara (Jakarta: Forum Zakat, 2006) cet ke I, h. 7


	� Ibid. 


	� Ibid. h.8


	� Ibid. h.11


	� Ibid.


	� Ibid.


	� Ibid.


	� Untuk pengoptimalan pelaksanaan Undang-Undang Ini Pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden 03 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.


	� Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang   Pengelolaan Zakat


	� Penetapan Julukan Kota Padang Panjang dengan Julukan Kota Serambi Mekah, ini di usulkan oleh Bapak Akhyarli A. Jalil ketika beliau menjabat sebagai Walikota Padang Panjang periode 1988 s/d 1993 melalui penetapan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 13/WAKO-PP/1993 tentang Penetapan pedoman Pengisian Kota Padang Panjang Kota Serambi Mekah. Penetapan ini diinspirasi oleh banyaknya tokoh-tokoh agama Islam yang dilahirkan oleh Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan yang ada di kota ini, serta tingginya animo masyarakat luar daerah menyekolahkan anaknya di Kota Padang Panjang untuk belajar agama.


	� Ibid


	� Didin Hafudhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007) cet ke 5, h. 130


	� Keadilan Sosial yang penulis maksud adalah ketimpangan penerapan penarikan zakat bagi masyarakat di Kota Padang Panjang. PNS telah menerima kewajiban zakat ini secara sukarela ataupun terpaksa dibebankan kepada mereka setiap bulannya dari gaji, namun ini tidak berlaku bagi masyarakat non PNS yang justru penghasilan mereka lebih besar dari PNS. Para aghniya’ yang terdiri dari pengusaha dan pedagang dan pekerja trampil lainnya belum bisa dirangkul secara optimal untuk membayar zakat kepada BAZ Kota Padang Panjang karena belum adanya Peraturan Walikota yang menjelaskan secara  teknis bentuk yang mengikat bagi masyarakat Non PNS dalam kewajiban penyaluran Zakat sebagaimana PNS.


	� Buletin BAZNAS Kota Padang Panjang, edisi IV 20 Agustus 2013


	� Perwako Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2008


	� Kamus Besar Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka: Jakarta, 2001, h. 534


	� Majma’ Lughah al-Arabiyyah, loc. cit. 


	� Inayah Gazi, loc. cit. 


	� Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Ttahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 1 ayat 1.


	� Ibid. pasal 1 ayat 2 dan 3 


	� Badan Pengelola Statistik (BPS) Kota Padang Panjang, Padang Panjang Dalam dalam Angka, Tahun 2014, h. 1 


	� Kamus Besar Bahasa Indonesia,  op.cit. h. 864


	� Ibid, h.411


	� T. M. Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam,  Penerbit: Bulan Bintang; Jakarta, h. 62-63


� Julia Brannen, Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Jogyakarta : Pustaka Setia, 1996 ) h. 15


� S.Nasution, Metode Penelitian Naturalistik, (Bandung : Tarsito, 1992)


� Syafrudin Jamal, Dasar-dasar Metode Penelitian, (Jakarta : The Minangkabau Foundation, 2000), h.65
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